BAB I1
RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP
A. Tinjauan Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang NOmMor 328 009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungag g Pasal 1 menyebutkan
bahwa:
gan semua
Sia dan
: kelang ngan
hlukhidupl n.”
Berlanju menurut u “ : gntang Perligflungan

Lingkungan Hidup s |Sigadngat amat penting
yang menyangkut keselamatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup dan
hajat manusia di muka bumi. Lingkungan hidup yang kualitasnya menurun
dapat mengancam keberlangsungan hidup umat manusia dan makhluk hidup

lainnya sehingga perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
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yang benar dan tepat serta komitmen dan bersungguh-sungguh oleh semua
stake holder dan pemangku kepentingan.

Menurut Munadjad Danusaputra lingkungan hidup merupakan semua
daya, benda, dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan perbuatannya,

yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi

kelangsungan hidup dan kesg

Berlanjut menurut Otj oemquvoEli
\

ditempati ole

: atu.saﬁ

uk hidup i 3.benda hidup

lain se

sesuatu gbe‘& Lsekitar manusia

selain manu¥ig Contohnya:gnz!f!ng,‘tumbuh- @lhan, jasad renik

(plankton) dan sejenisnya;

19 Muhammad Sood. 2019. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. HIm. 6.
20 Ibid. HIm. 6.
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3. Lingkungan sosial (Social Environment) merupakan manusia lainnya
yang berada di sekitar. Contohnya keluarga, tetangga, teman, dan lain
sebagainya.?

Dalam perkembangannya, lingkungan hidup memerlukan perlindungan

dan pengelolaan yang baik dan benar. Lingkungan hidup yang tidak baik akan

dan budaya. Maka digg#fap L{sqpﬁerﬁhsl?nslsn Mgnkan wewenangnya
untuk melind @@Sakan lin i Takum, dimana
5 )

bertujua gH ingkung Farrier
hukum gingkungan yang
berkaital§ dengan p giatan
subjek hikum_dala am dan
dg o "‘l
lingkungarigi ol i BI85k n if y#hg timbul

akibat pema aa;x A otas aya alam.sArt

pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah,
udara, laut, hutan, bahan tambang dan lain sebagainya.?? Menurut Drupsteen
hukum lingkungan (melieurecht) merupakan hukum yang berhubungan dengan

lingkungan alam (natuurlijk melieu) dalam arti luas. Ruang hukum lingkungan

2 |bid. HIm. 6.
22 Takdir Rahmadi. 2018. Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok. Rajawali Pers. HIm. 21.
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berkaitan dengan ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian,
bahwa hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan
lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah (bestuursrechttelijk melieurecht)
yang dibentuk oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun oleh instansi

internasional.?® Van den Berg membagi hukum lingkungan ke dalam lima

bidang, yaitu:

1. Hukum bencana (g penﬁhE 3 s / 7.
2. Hukum ke at%ﬁungan (miL iene rec

urlijke

(recht

' » Ny =
2. Instrumen¥erli | “ '.';k-‘ ¥ i:ﬂ
Undang®gndang n}na 32 tahun ZO%%tang Pegindungan dan

Pengelolaan Lingktggan Hidup yag uang dalam Pasalf 14 menyebutkan

“Instrumen-instrumen  pencegahan pencamaran dan kerusakan
lingkungan hidup dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi
masalah lingkungan hidup yakni:

(1) kajian lingkungan Hidup strategis (KLHS);

(2) tata ruang;

(3) baku mutu lingkungan hidup;

23 Muhammad Sood. 2019. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. HIm. 27.
24 Takdir Rahmadi. 2018. Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok. Rajawali Pers. HIm. 22.
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(4) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

(5) amdal;

(6) UKL-UPL;

(7) perizinan;

(8) instrumen ekonomi;

(9) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
(10) anggaran berbasis lingkungan hidup;

(11) analisis risiko lingkungan hidup;

(12) audit lingkungan hidup.

ehat merupakan sgfah satu hak

asasi manusia: Dalaﬂ’-d g-undang nonﬁ@qwun 009 tentang
ggelolaan Ling%ngnﬂdup menjela#kan secara umum

bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan wajib untuk menjamin

Perlindungan dan F

keberlangsungan lingkungan yang baik dan sehat bagi setiap warga negara.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat amat penting bagi

keberlangsungan hidup umat manusia dari generasi ke generasi.

25 bid. HIm. 73.
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Dalam ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sendiri mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, yakni: perencanaan, pemafaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam ruang lingkup

tersebut, penulis mencoba menjabarkan pengertian dari masing-masingnya:

1. Perencanaan
Perencanaan peg#ftungan dan pengelthgg

(@\MisisEteﬁad'% ’re&l'fjlé
angaQserta n(@ﬂ me
Ly

lingkungan hidup

Mgatau peraturan

keberlanjutan lingkungar diperuntukkan untuk

keberlanjutan umat manusia.?®

26 Meika Dwi Nastiti Mulyaningsih, Abdul Juli Andi Gani, Abdullah Said. Perencanaan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri dengan Pendekatan Soft System
Methodology. J-PAL. Volume. 8. Nomor. 1. 2017. HIm. 66.
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2. Pemanfaatan
Pemanfaatan lingkungan hidup tidak lepas dari konsep pembangunan

keberlanjutan. Keduanya saling berkaitan ibarat sebuah sistem, keduanya tidak
dapat dipisahkan.?’ Pemanfaatan lingkungan hidup bertujuan untuk
memperbaiki mutu hidup manusia serta memenuhi kebutuhan dasar (human

needs) masyarakat yang lebih baik avak. Maka dari itu, kemampuan

lingkungan hidup dibutulje#h dalam mendukung keMsgupan pada tingkat yang

glaan lingkungan

lebih tinggi yang 'k%e\as‘iarlEperlﬁdl%a‘ d)ﬁﬁng
¢

hidup sertag meliﬁa dari kerusa

berdasarka é@n

- -
pembanguna ke%'utan v'.*m n-.-- Mkebgekan dalam
nber ﬁym. Sumber daﬁ'nedi Infonesia sangat

melimpah denganYagrbagai minerﬁy‘&!g‘%erkandun giffalamnya. Dalam

pemanfaatan sumber daya alam tersebut dan untuk keseimbangan ekosistem di

muka bumi serta menjaga pelestarian lingkungannya maka perlu dilakukan
pengendalian dalam memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri. Dalam

implementasi pengendalian terhadap pemanfaatan tersebut, baik pemerintah

27 Mira Rosana. Kebijakan Pembangunan Keberlanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia.
Jurnal llmu sosial. Volume. 1. Nomor 1. 2017. HIm. 152.
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pusat maupun pemerintah daerah membentuk regulasi yaitu sebuah batasan
dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dinamakan baku mutu lingkungan
yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai ukuran batas

pencemaran lingkungan dengan mewajibkan masyarakat untuk mentaati aturan

tersebut.?®

4. Pemeliharaan

bukunya Etika Lingkungan Hidup mengingatkan bahwa “masalah lingkungan

hidup adalah masalah moral manusia atau perilaku manusia.”?®

28 | Gusti Ayu Widiadnyani, Putu Tuni Cakabawa Landra. Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen
Pengendalian Lingkungan Hidup Kasus Galian C di Kabupaten Karangasem. Jurnal Magister Hukum
Udayana. Volume. 9. Nomor. 3. September 2020. HIm. 540.

29 Citra Nurkamilah. Etika Lingkungan dan Implementasinya Dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam
Pada Masyarakat Kampung Naga. Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya. Volume.2. Nomor.
2.2018. HIm. 137.

27



Dalam teori antroposentrisme menjelaskan bahwa hanya manusia yang
berhak mendapatkan pertimbangan moral sedangkan makhluk hidup lainnya
hanya digunakan sebagai sarana dalam mencapai tujuan manusia. Hal ini
tentunya berbanding terbalik dengan teori biosentrisme dan ekosentrisme,

dimana dalam teori ini secara sederhana menjelaskan bahwa manusia dan

makhluk lainnya mempunyai a.% Dari teori biosentrisme

oot ak“n)EmRaSayh}~ j

fan nilai yaritheg

dan ekosentrisme te gdat diseluruh dunia

dapat memak praktikan lalui aturan-
aturan ygfg dibuat ole & m aday§lalam pengeldigan dan
pelesta h hukum pofitif di
berbagalg negara ya dan di
Indonesidgsen Orwag Taiiitin 2009
Tentang Pé incﬁan £ masing-

Perusakan dan pence P tudak hanya berdampak
pada kelangsungan kehidupan umat manusia di masa sekarang, tetapi juga
mengancam kelangsungan kehidupan manusia di masa mendatang sehingga

perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang konsisten dan

% 1bid. HIm. 138.
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bersungguh-sungguh oleh berbagai pihak seperti pemangku kepentingan, stake
holder dan masyarakat. 3
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam pasal 4 menyebutkan

bahwa:
pencegahan dalam rangka
Ilngkungan hldup ”
ek&e I&Iltas Imgl[ra"nth yang semakin
menurun Ingga s@#pat menga husia dan

an/atau

undang-undang nomor dungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Penegakan hukum atau law enforcement sendiri merupakan upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menegakkan

31 Aditia Syaprillah. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. Bina
Hukum Lingkungan. VVolume. 1. Nomor. 1. Oktober 2016. HIm. 100.
32 Ibid. HIm. 100.
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norma atau kaidah dan nilai hukum yang melingkupi norma tersebut. Dalam
pengawasan dan penegakan hukum tersebut bertujuan untuk tercapainya
kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup dan untuk mencapai hal
tersebut maka diperlukan kemampuan aparatur penegak hukum dan kepatuhan

masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat.

Menurut Gustav Radbruch d Do bahwa keberadaan hukum
dimaksudkan untuk a}ke paan. Maka dari itu,
untuk mewujug tidak saling

Perlindunga da‘yange ot KLLAeY i majelan bahwa

ungaﬁi*p erupakan masu innya makhluk

N

jan/atau kompoﬁn‘\!in kedalam linglingan hidup oleh

pencemaran ling

hidup, zat, energi,
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah

ditetapkan.

33 Endang Sutrisno. 2013. Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. Bogor. In Media.
% Aditia Syaprillah. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. Bina
Hukum Lingkungan. Volume. 1. Nomor. 1. Oktober 2016. HIm. 101.
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Menurut Andrew pencemaran lingkungan merupakan perubahan yang
tidak menguntungkan dari lingkungan Kita, seluruhnya atau sebagian besar
sebagai produk sampingan dari tindakan manusia, secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi perubahan pola energi, tingkat radiasi, kimia dan

fisika dan kelimpahan organisme hidup. Perubahan ini dapat mempengaruhi

ngki e{Mruk bagi kehgdupan

tanah, q&n air kita ya Ag

manusi
an fisik,
o
sifat kimiajgta logi g apat&.;da @bak buruk
terhadap kes atz%angs au makhluk

hidup lain sepe¥i an sebagainya.a{f@%t megurut Darmono

mat mendcﬁui!l‘!a”

menyebabkan perubahan faktor abiotik, baik secara alamiah atau karena ulah

dalam Subardin bahwa kegd#akan lingkungan

manusia yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik.3®

35 Rochmad, Subardan (2006). Pencemaran Lingkungan. Jakarta. In: Ruang Lingkup Pencemaran.
Universitas Terbuka. HIm. 4.

36 Ibid. HIm. 4.

37 Ibid. HIm. 5.

38 Ibid. HIm. 5.

31



2. Jenis-jenis pencemaran lingkungan

a. Pencemaran Air
Air salah satu sumber daya alam berfungsi sangat vital bagi umat

manusia. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke
dalam lingkungan perairan sehingga kualitas air menurun. dalam perundang-

undangan telah mengatur tentang pou#eieoan untuk mencegah pencemaran

air. Berdasarkan Peratygs Pemerlntah Nomor “8&, Tahun 2001 Tentang

yes é&ﬂ“engendal mrﬁe‘c@n:a&

ir adalah .*h@\ ang terdapatdiiatas Mg dibawah
-

Pasal 1 Ayat 1

f
nnyﬁapat ligunakan

(b) AN A Do tukkannkda digunakan

ikan tawar,

(d) Mutu air kelaS = ; [ ukkan untuk mengairi
pertamanan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air
yang sama dengan kegunaan tersebut.
Kriteria mutu air disetiap kelas air telah tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air Pasal 24 disebutkan bahwa:
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“(1) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan/atau
pengelolaan air limbah yang disediakan oleh  Pemerintah
Kabupaten/Kota dikenakan retribusi;

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
peraturan daerah kabupaten/kota.”

Definisi pencemaran air menurut Surat Keputusan Menteri Negara

Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: KEP-02/MENKLH/I/1988

& & Mgm, sehingga
J yrs air n sampal --i 8Rabkan air

3 &pat ber ungs1 ] ya.” Air yang
tercemar g erupaka g: dari keadaan
normalnya, Wigagan tanda- ta |kut |n|

“(1) Perubahan sunt etmes ) 3
kadar O2 yang larut dalam air. Kegiatan industri dapat menimbulkan
panas yang umumnya berasal dari gerakan mesin. Jika air hasil industri
tersebut dibuang ke lingkungan sungai misalnya, maka suhu air akan
menjadi panas;

(2) Perubahan pH, air dapat bersifat asam atau basa tergantung besar
kecilnya pH. Air limbah dan buangan dari industri yang dibuang ke
sungai akan mengubah pH air, sehingga dapat mengganggu kehidupan
organisme air;

(3) Perubahan warna, bau, dan rasa air, air bersih adalah air yang
berwarna bening, jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Air yang
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tercemar bahan buangan industri menyebabkan perubahan warna dan
bau.”

b. Pencemaran Tanah
Pencemaran tanah merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk

hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan

manusia, sehingga kualitas tanah turun sampai ke tingkat tertentu yang

Menurut Muslimah da#® Ha“nlE—)iR]@h’l “PeMagmaran tanah adalah
| ﬁm\ L
keadaan di mag# a@ ia buata :

tanah alggfi. Pencemaran M biasan Dah cair
atau bdpan kimia igdds ggunaan pegtisida;
masukn ban sub-perfhukaan
kecelaka kemr limbah
dari tempa er@un dibuang

rﬁarpd!n‘/atau masLk

Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia

la dapat menguaigtersapu air e dalam tanah.
beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung
kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara
di atasnya. Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan

Lingkungan Hidup No.02/MENKLH/1/1988 yang dimaksud dengan polusi atau

pencemaran tanah merupakan “masuk dan dimasukkannya mahluk hidup, zat,
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energi dan atau komponen lain ke dalam tanah dan atau berubahnya tatanan
(komposisi) oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas tanah
menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tanah menjadi tidak
dan/atau kurang berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya.”

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian

adalah salah atu komponen

atas IﬂalEurﬁn@ t,r* o,
bahan organilkgé $ﬁ)unyal sifaprfidik, kimia, I@,

L bahan mineral dan

dag._mempunyai

erendap sebagai zat kimia
beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung
kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara
di atasnya.

Pencemaran menyebabkan turunnya mutu dan fungsi tanah yang

akhirnya dapat mengancam kehidupan manusia. Pencemaran tanah diakibatkan
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oleh beberapa limbah yaitu: “limbah domestik, limbah industri, dan limbah
pertanian.” Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan
makhluk hidup lainnya termasuk manusia, kualitas tanah dapat berkurang

karena sebauh proses yang dinamakan erosi oleh air yang mengalir sehingga

tingkat kesuburannya akan berkurang, selain itu menurunnya kualitas tanah

Indonesia dan emlﬂ@ S nlﬂﬂ ﬁﬂi'f-- han industri
yang merupakanhal baik,dikutGuﬁ Nhua yang tj

“meningkatnya sumber pe aran-da

ak baik yakni:

an bahan pencemar yang
relatif penting di udara.” Keadaan ini diindikasikan dengan meningkatnya
kadar pencemaran udara setiap tahun secara signifikan. Pencemaran udara juga
menimbulkan reaksi sinergistik yang luar biasa antara bahan pencemar yang
dibuang ke udara dengan bahan pencemar lain di udara, yang disebut dengan

reaksi sekunder. Sebagai contoh adalah “adanya komponen bahan pencemar
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yang dihasilkan oleh knalpot mobil atau cerobong asap mesin yang
menggunakan BBM, yaitu oksida nitrogen dan karbon hidroksida. Kedua bahan
kimia tersebut di udara dengan bantuan radiasi sinar ultra violet matahari akan
membentuk zat yang lebih agresif dan lebih beracun yang dikenal dengan

photochemical smog.” Kemajuan di bidang teknologi yang merupakan hasil

dari budaya manusia, disampie® membawa ®agpak positif juga membawa

dampak negatif. Darg hatan manusia tidak
dapat di bantaj (outdoor air
polution lution),
polusi dan
tergangdiinya sirkula ngkan polgsi yang
terjadi di uar&smg ; yagg berftsal dari
industri, trd i darf

- -
Penyab%mar T Oflara-badi te ia di i #f cara, yakni
melalui inhalasr 'ngesfg, enetrasi kulit. I“@a alah ng&suknya bahan

rﬁia"‘mﬁllui sister

pencemaran ini dapat mengganggu sistem pernafasan seperti paru-paru dan

pencemaran udara¥gke tubuh ma gernafasan. Bahan

saluran pernafasan dan kemudian masuk dalam peredaran darah dan

menimbulkan efek dan/atau akibat pada alat tubuh lain.*

39 Arif Budiyono. Pencemaran Udara: Dampak Pencemaran Udara Pada Lingkungan. Berita Dirgantara.
Volume. 2. Nomor. 1. Maret 2001. HIm. 21.
40 Ibid. HIm. 21-22
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Pengendalian Pencemaran Udara yang tertuang dalam pasal 1 point a
menyebutkan bahwa:

“pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energy,

dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia,

sehingga mutu udara amblen turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan udara ambie mgpat memenuhi fungsinya.”

Pencemaran Udara mg W kEWR S ’ 7‘

“pengeglalia emaran e eliputi ﬁﬁ . darl usaha
g

/ @\ mbey ber

bergerak, f&, umber EycaRgbergeraky e5|f|k yang Oglakukan

engan upaya g ndalla

hukum fungsional Wggctioneel rechtgeb d) yaitu didalagyaa terdapat unsur-
unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.”** Maka dari itu,
penegakan hukum lingkungan juga bisa dimaknai dengan penggunaan atau

implementasi instrument-instrumen dan/atau sanksi-sanksi dalam lapangan

hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan

41 Takdir Rahmadi. 2018. Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok. Rajawali Pers. HIm 199.

38



memaksa subjek hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
lingkungan hidup. Penggunaan instrument atau sanksi-sanksi tersebut
digunakan oleh instansi pemerintah, badan hukum, dan masyarakat. Hal ini juga

sebagai wujud perlindungan hukum yang pada dasarnya merupakan upaya

penegakan hukum. Menerut Arief Sidarta dalam Muhammad Sood

preventif (pencegahan) dan represif (pengenaan sanksi).*
Penegakan hukum secara preventif dalam upaya perlindungan
lingkungan hidup adalah sebuah upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup secara terus-menerus. Dalam hal ini dapat

42 Muhammad Sood. 2019. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. HIm. 381.
43 1bid. HIm 381-382.
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dilakukan melalui instrument-instrumen hukum berupa regulasi, melakukan
pembinaan kepada aparatur pemerintah, sosialisasi kepada pelaku usaha dan
masyarakat, pengkajian sistem dan prosedur perizinan lingkungan, dan

pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan.

Penegakan hukum secara represif dalam memberikan perlindungan

giatz;ﬂu*h yang melanggar\s uean hulgfm lingkungan
3 menjalankaﬁse‘i‘!aﬁsaha tanpa

diperlukan seperti kegiatan usaha di bidang industri, perhotelan, dan rumah

administrasi. Misa

sakit yang membuang air limbah tanpa izin pembuangan air limbah, kegiatan
usaha telah memiliki izin pembuangan air limbah, tetapi buangan atau

konsentrasi air limbahnya melebihi baku mutu yang tertuang dalam izin

4 Ibid. HIm. 387.
%5 Ibid. HIm. 388.
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pembuangan air limbahnya, serta menjalankan usaha yang wajib amdal, tetapi
belum atau tidak menyelesaikan dokumen amdalnya.*® Undang-undang
lingkungan hidup (UULH) 1997 memuat 3 jenis hukum administrasi,
sebagaimana diatur dalam pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, yaitu:

“paksaan Pemerintah, pembayaran sejumlah uang, dan pencabutan izin
usaha atau kegiatan.”

Dalam  praktik  penggfkan hukum lingReggan di  Indonesia,

eﬂngEmtggg'usmﬂénh‘e%Jra ertulis kepada

perusahaan rusah%) yang belum i ke entuarlalkum

A ministrasi

o)

rtulis a0 _nemerint: A vin ngkungan
enqc% 23

Dalam Undang ndaﬂr 32 Tahun‘iﬁt?ng Pegfindungan dan
at :

Pengelolaan Lingk®ggan Hidup Pasﬁ?é’!y

(1) dan (214

“kewenangan penjatuhan sanksi paksaan pemerintah ada pada tiga
pejabat, yaitu  Menteri  Lingkungan  Hidup,  Gubernur,
Bupati/Walikota.”

Dalam sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, menurut undang-

undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

46 Takdir Rahmadi. 2018. Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok. Rajawali Pers. HIm. 220.
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Lingkungan Hidup Pasal 80 Ayat (1) menyebutkan beberapa tindakan
pemaksaan pemerintah, yaitu:

“(a) Penghentian sementara kegiatan produksi; (b) Pemindahan sarana
produksi; (c) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; (d)
Pembongkaran; (e) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi
menimbulkan pelanggaran; (f) Penghentian sementara seluruh kegiatan;
(9) Tindakan lain yang bertUJuan untuk menghentikan pelanggaran dan
tindakan memulihkan fungsj goan hidup.”

Dalam Peraturan Daerah#bupaten Clrebon NorMg6 Tahun 2016 Tentang

perlindungan dang

ge&%ﬂngﬁ ungan Mg pasal 89 Ayat

(1)dan (2) g nyeb&n bahwa:

bahwa:

“sanksi at |n|strat|f4baﬁ1‘?
membebaskag nanggungja abUs

tanggungjawab pef

WSud dalangfpasal 89 tidak
aha dan/atau _kagfatan kegiatan dari
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